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ABSTRAK

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening
(Studi Empiris Pada Kementerian Perdagangan)

Eka Voliana
eka.voliana@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga pada
Kementerian Perdagangan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu analisis
kuantitatif dengan Structural Equation Model. Penelitian dilakukan pada tahun
2022 dengan data sampel 102 responden dari Kementerian Perdagangan. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian Lembaga pada Kementerian Perdagangan.
Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak mempengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian Lembaga secara langsung, akan tetapi dimediasi
oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, Kementerian
Perdagangan diharapkan dapat meningkatkan penerapan SAP dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah agar kualitas laporan keuangannya lebih baik lagi.

Kata kunci :

Kualitas LKKL, Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Intern
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ABSTRACT

The impact of The Government's Internal Control System on The Quality of
Ministries/Institutions Financial Statements with The Implementation of
Government Accounting Standards As An Intervening Variable
(Empirical Studies at The Ministry of Trade)

Eka Voliana
eka.voliana@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to provide empirical evidences on whether the Implementation
of Governmental Accounting Standards mediates the effect of the Government's
Internal Control System toward the Quality of Financial Reports of
Institutions/Ministries - in the case of Ministry of Trade. The method used by this
research is quantitative analysis with Structural Equation Model. This research,
which was conducted in 2022, uses sample data of 102 respondents from the
Ministry of Trade. The result of this research shows that the Implementation of
Governmental Accounting Standards does mediate the effect of the Government's
Internal Control System toward the Quality of Financial Reports of Institutions /
Ministries - in the case of the Ministry of Trade. The Government Internal Control
System, as variable, does not directly affect the Quality of Financial Reports of the
Institutions / Ministries - but the effect is mediated by the Implementation of
Governmental Accounting Standards. Hence, the Ministry of Trade should improve
the implementation of both Governmental Accounting Standards and the
Government Internal Control System in order to enhance the quality of its Financial
Reports.

Keywords :
The quality of financial reports, Internal Control System, Government Accounting
Standards
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah sebagai salah satu usaha pemerintah
melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan
untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Banyak
reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah reformasi
keuangan negara. Solikin (2006) mengatakan praktik reformasi pada bidang
keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan adanya beberapa peraturan
perundangan antara lain UU No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara,
Undang-undang mengenai Perbendaharaan Negara yang diatur dalam UU nomor
1 Tahun 2004 serta undang-undang terkait Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004.
Ketiga UU tersebut dijadikan landasan oleh pemerintah untuk melakukan
reformasi pada bidang keuangan, dimana dilakukan transformasi dari
administrasi menjadi pengelolaan keuangan untuk menuju pemerintahan yang
good governance.

Perwujudan akuntabilitas dan transparansi pada sistem keuangan
pemerintah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk laporan keuangan. Dampak dari
pengelolaan keuangan yang buruk akan memunculkan penyimpangan dan
kekeliruan dalam bidang keuangan seperti korupsi, kolusi yang bisa
menimbulkan tuntutan-tuntutan hukum. Jika hal ini dibiarkan secara terus
menerus akan membuat kesejahteraan masyarakat semakin berkurang.
Selanjutnya, akan memunculkan krisis kepercayaan baik itu dari masyarakat,
investor, dan kreditur akan ragu menempatkan dananya di Indonesia. Dengan

demikian, pemerintah seharusnya dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dalam



penyusunan laporan keuangannya sehingga akan terbentuk kepercayaan dari

para pengguna informasi laporan keuangan.

Laporan keuangan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan
pada pemerintah pusat yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan K/L serta
laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Hasil pemeriksaan laporan
keuangan yang dilakukan oleh BPK tersebut berupa opini atas laporan keuangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat
(1), opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan
pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b)
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern
(SPI). Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian — WTP (unqualified opinion); opini wajar
tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan
diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna
laporan keuangan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian — WDP (qualified opinion); opini wajar
dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan
dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk
dampak hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan, sehingga informasi
keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini
pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

3. Opini Tidak Wajar — TW (adverse opinion); opini tidak wajar menyatakan
bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam
semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan

keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.



4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat —
TMP (disclaimer of opinion); pernyataan menolak memberikan opini
menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan
standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan
keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga
informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para

pengguna laporan keuangan.
Tabel 1. 1 Perkembangan Opini BPK terhadap LKKL
Tahun 2017-2021

. . Tahun
Opini
2017 2018 2019 2020 2021
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 80 82 85 85 83
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 6 4 2 2 4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 2 1 1 - -
Tidak Wajar (TW) - - - - -
Jumlah Enitias Laporan Keuangan 88 87 88 87 87

yang Diperiksa

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2017-2021 (diolah)

Sejak tahun 2017 hingga 2021, perkembangan Laporan Keuangan
Kementerian Lembaga (LKKL) sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada
beberapa K/L yang belum mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang
diperiksa. Pada tahun 2021 terdapat empat (4) K/L yang tidak mendapatkan
opini WTP atas laporan keuangannya tapi mendapat opini WDP. Keempat
kementerian dan lembaga tersebut, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Badan
Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
dan Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2021
terdapat temuan auditor sebanyak 1.118 temuan yang terkait dengan sistem
pengendalian internal dimana didalamnya terdapat pengendalian sistem akuntasi
dan pelaporan.



Informasi keuangan yang wajar menurut (Kuntadi, 2019) didasarkan
atas empat kriteria : (1) kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP); (2) kecukupan pengungkapan; (3) kepatuhan
laporan keuangan terhdap peraturan perundang-undangan; (4) efektivitas sistem
pengendalian internal. (Yurniwatia dan Rizaldi, 2015) mengatakan bahwa
penerapan sistem akuntansi dan pelaporan dalam laporan keuangan yang baik

instansi pemerintah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan.

Sebagai alat akuntabilitas publik, laporan keuangan organisasi sektor
publik merupakan salah satu jawaban dari besarnya ekspektasi publik atas
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Melalui laporan
keuangan ini, publik diberikan akses untuk mengetahui informasi keuangan.
Meskipun demikian, pada dasarnya laporan keuangan bukanlah tujuan akhir dari
akuntansi sektor publik. Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa Laporan
Keuangan mengandung sumber informasi keuangan yang sangat dibutuhkan dan

mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan pihak manajemen.

Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan
parameter-parameter normatif yang perlu diwujudkan dalam penyajian dan
pelaporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Karakteristik tersebut juga merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan agar
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan.
Karakteristik kualitatif sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan tersebut mencakup empat unsur yaitu relevan, andal,

dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas pelaporan keuangan adalah konsep kualitatif. Kualitas
pelaporan keuangan mensyaratkan bahwa informasi keuangan harus relevan dan
disajikan dengan dalam laporan keuangan untuk meningkatkan manfaat
keputusan informasi keuangan bagi investor dan kreditur (IASB, 2008). Namun,

peneliti tidak dapat secara langsung mengukur konsep kualitatif.



Ketidakmampuan untuk secara langsung mengukur kualitas pelaporan keuangan
telah menghasilkan studi yang berfokus pada faktor-faktor yang dapat diukur
secara empiris yang diyakini dapat mencerminkan kualitas pelaporan keuangan.
(Hairstone dan Brooks, 2019).

. ldentifikasi Masalah

Salah satu kementerian yang masih menjadi perhatian terkait
penyusunan laporan keuangannya yang masih belum maksimal adalah
Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan adalah salah satu entitas
pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawanan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan Menyusun laporan keuangan. Kementerian Perdagangan
merupakan salah satu Kementerian yang memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian pada Tahun 2021. Opini BPK untuk 11 (sebelas) tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian
Perdagangan Tahun 2011 — 2021

No. Tahun Anggaran Hasil Opini dari BPK
1. 2011 WTP
2. 2012 WTP
3. 2013 WTP
4. 2014 WTP
S. 2015 WTP
6. 2016 WTP
7. 2017 WTP
8. 2018 WTP
9. 2019 WTP
10. 2020 WTP
11. 2021 WDP




Berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan
Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Juni tahun 2022. Atas hasil
pemeriksaan tersebut Kementerian Perdagangan mendapat catatan hasil temuan
yang terdiri atas sistem pengendalian intern dan temuan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang undangan. Hasil temuan BPK antara lain :

1. Pencatatan Persediaan berupa pasar
a. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 berupa barang diserahkan
kepada Pemerintah Daerah/kelompok masyarakat dengan nilai Rp.
68.204.619.502 Miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
b. Terdapat persediaan senilai Rp. 207,5 Miliar belum diserahkan kepada
pemerintah daerah/kelompok masyarakat.
c. Kekurangan volume pada 41 pekerjaan pembangunan/revitalisasi pasar
rakyat melalui dana tugas pembantuan senilai 2,1 Miliar.
2. Pengelolaan Aset BMN
a. Terdapat asset peralatan dan mesin senilai 1,7 Miliar yang belum
dilakukan pemutakhiran inventarisasi asset.
b. Pemanfaatan dan penggunaan gedung pada Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) tidak didukung dengan

perjanjian kerjasama/kontrak.

Fenomena yang terjadi di Kementerian Perdagangan menggambarkan
masih kurangnya peningkatan kualitas laporan keuangan yang ada dalam suatu
instansi. LeinicNe (2000) menyatakan bahwa rendahnya kualitas pada laporan
keuangan disebabkan atas pengendalian lingkungan internal yang belum
dilaksanakan dengan baik. Curti s, Mary B. dan Wu, FredericN H (2000)
mengatakan bahwa pengendalian internal merupakan alat yang dimanfaatkan

untuk mencapai pelaporan keuangan yang akurat.

Beberapa penelitian telah mengidentifikasikan faktor yang

mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya adalah Sistem



Pengendalian Internal dan Penerapan Standar Akuntansi. Standar Akuntansi
juga penting untuk akuntansi sektor publik. Kualitas informasi akuntansi dan
keuangan yang baik dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan pemerintah serta akuntabilitas kepada masyarakat dan pembayar
pajak. Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional dapat menghasilkan
laporan keuangan sektor publik yang dapat dibandingkan di seluruh negara.
(Oulasvirta, 2014)

PP nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa SPIP mencakup
identifikasi, penerapan dan evaluasi atas tujuan dan fungsi dari pemerintah pada
setiap tingkat kegiatan dan pengendaliannya yang dilihat dari standar
akuntansinya. Sistem Pengendalian Intern dapat mempengaruhi efektifitas

penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Reformasi Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk mentransfer
prinsip akuntansi teknik manajemen sektor swasta ke unit manajemen sektor
publik. (Moase dan Ilie, 2012) berdasarkan penelitian yang dilakukan di
Rumania mengungkapkan bahwa berdasarkan perubahan di lembaga publik di
seluruh sektor publik, Rumania diwajibkan menerapkan sistem akuntan publik

baru agar mampu bersaing pada perubahan yang terjadi.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2010 telah diterbitkan peraturan terkait
sistem akuntansi yang berbasis akrual yaitu dituangkan dalam PP nomor 71
tahun 2010, tetapi penerapan untuk sistem akuntansi tersebut baru dimulai pada
tahun 2015. Sebelum diterapkan sistem akuntasi tersebut, digunakan sistem

akuntansi berbasis cash toward accrual.

(Sanders.et.al, 2017) berpendapat bahwa pentingnya pengendalian
internal, kerangka kerja pengendalian internal COSO, dan efek yang dapat
ditimbulkannya pada beberapa area dalam perusahaan, terutama proses
pelaporan keuangan perusahaan, adalah minat berkelanjutan bagi akademisi,

firma, auditor, dan regulator.



Berdasarkan atas pemaparan permasalahan yang telah dijelaskan diatas,
maka peneliti bermaksud melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada
Kementerian Perdagangan)”. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui fakta empiris bagaimana Penerapan SAP memediasi
pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Kementerian Perdagangan. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat
menambah informasi secara literatur maupun praktik mengenai Kualitas

Laporan Keuangan K/L pada Kementerian Perdagangan.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar

belakang, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini antara

lain :

1. Apakah SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Kementerian Lembaga (LKKL) pada Kementerian Perdagangan?

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Penerapan SAP pada
Kementerian Perdagangan?

3. Apakah Penerapan SAP berpengaruh terhadap Kualitas LKKL pada
Kementerian Perdagangan?

4. Apakan Penerapan SAP memediasi pengaruh SPIP terhadap Kualitas LKKL

pada Kementerian Perdagangan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan dalam

penelitian antara lain :



1. Melakukan Analisa secara empiris mengenai pengaruh Sistem Pengendalian
Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL).

2. Melakukan Analisa secara empiris mengenai pengaruh Sistem Pengendalian
Intern terhadap Penerapan SAP.

3. Menganalisis secara empiris pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL).

4. Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang dimediasi

Penerapan SAP.

. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat teoritis :

Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen

keuangan negara khususnya teori akuntansi sektor public yaitu peran laporan

keuangan yang dipengaruhi oleh SPIP yang dimediasi oleh penerapan standar
akuntansi pemerintahan.
2. Manfaat Praktis

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pengambil
kebijakan di lingkungan Kementerian Perdagangan khususnya di bidang
pelaporan keuangan dan akuntansi untuk memberikan perhatian terhadap
faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan
Kementerian/Lembaga.

b. Dapat digunakan sebagai pertimbangan para pengambil kebijakan
dibidang akuntansi Langkah-langkah apa yang akan diambil untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan bagaimana mempertahankan
kualitas laporang keuangan Kementerian/Lembaga yang sudah baik

dengan melihat indicator yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.



